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a.

'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,
bahwa berdasarkan Pasal 327 ayat {2) Undang-undang ..
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah’ bebefapa kali terakhir. dengan -
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang_Perubahari
Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan semua

- penerimaan dan pengeluaran daerah dianggafkan dal_amm
APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah =

yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan dalam -
hal penerlrnaan dan pengeluaran daerah tldak dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan o

peraturan perundaﬁg*undangan dilakukan pencatatan dan

- pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah;

. bahwa untuk pengelolaan dan penatausahaan keuangan -

yang baik dan '_ teft_ib sesuai peraturan dan perundang-

 undangan yan'g berlaku maka Dana Bantuan Operasional
Sekolah Satuan TPendidikan Dasar Negeri Kabupaten .
- Boalemo harus diatur pencatatan dan pelaporannya sesuai

dengan mekanisme pengeloiaan_keﬁéngan-daei'ah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman'a dimak_sud

" dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati

Boaleino tentang Pencatatan dan Pelaporan Dana Bantuan
Operasmnal Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri

Kabupaten Boalemo.




Mengingat

1.

~ Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999

:-Negara (Lernbar_an Negara Republik Indonesia Tahun 2003 :.'
- Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 43535);

- Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah |

" (Lembaran ‘Negara Republik 'I'n_done'sia Tahun 2004 Nomor .

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara
. Republik Iﬁdonesia Nomor 3899), sebagaimana- telah diubah

dengan" Undéng—Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang

Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan
‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965); _' |
.Undang—undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan-'

Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

.Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang |

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

.Undang»Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan
Pengelolaan dan Tanggunawab Keuangan Negara (Lembaran :
By Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,..Tambahan-
: Lembaran Negarei Republik Indonesié. Tahun 2004 Nomor

4400);

.Undang—Un.dang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

' 126, Tambahan Lembaran Negara Republik In:d_onesia Nomor -

4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan |

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembal__'an'Negara Republik

‘Indonesia Nomor 5234});

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara-Republ_ik Indonesia .
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir -
 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun -2015 tentang

. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

_.2914. .Tentallg Pemerint_ahan_ Dacrah (Lembaran Negara
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10.

11.

12.

"~ 1a.

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
- Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4469), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 .tentang _
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentahg Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negé.ra
Republik Inddneéia Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5410); |

.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008  tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lerflbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik - Indonesia Nomor 5105),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); .
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi  Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indcnesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesm Nomor 5165); _ _
Peraturan- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebaga_,lmana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratufé_m Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedu'é”A_tas Peraturan M_enteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
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2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Benta :

o o ‘Negara Repubhk Indonesw. Tahun 2011 ‘Nomor 310);
14,

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 1.5:

- tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berlta Negara '

Republik Indonesm Nomor 2036]

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 / PMK 07 / 2017 tentang

Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa (Benta Negara :__ -

.Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagalmana ; '

tela_h diubah dengan Peraturan Me_nten Keuangan Nomor

112/PMK.07/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan

L 'Menteri Keuangan Nomor * 50 /PMK.07/2017 Tentang

16.

'tentang Pengelolaan dan . Penyelenggaraan Pendldlkan

_ pengelolaan Transfer ke Daerah dan. Dana Desa (Benta Negara
' Repubhk Indone51a Tahun 2{)17 Nomor 1081), 3
Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2010 =

(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan

. Lembaran _Daerah Nomor 170), _

| Menetapkan

s PERATURAN BUPATI BOALEMO . TENTANG PENCATATAN '
_'DAN_ PELAPORAN DANA BANTUAN OPERASIONAL )

MEMUTUSKAN

SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN DA_SAR * NEGERI :

- KABUPATEN BOALEMO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatl ini yang dimaksud dengan:
. 1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo. :
- 2.'._; Pemermtah Daerah adalah Bu;patl beserta - perangkat Daerah otonom _

: sebaga_l Badan Eksekutlf Daerah Kabupaten Boa]erno

3. Pemenntahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom 5
.'oleh Pemerlntah Daerah dan Dewan . Perwalﬂlan Rakyat Daerah menurut :

L asas Desentrallsa51

4. ..Bupatl adalah Bupatl Boalemo

5. Sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
" _. 6'.; : Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan adalah"

Kepala Dinas yang menangani. urusan pemenntah daerah dalam bidang -

| Pendldlkan kepemudaan dan Olah raga.




7. Behdahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah
PPKD yang_bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

8. Kepala Satuan Pendidikan adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk

' mémimpiﬁ dan mengelola sekolah '.yang ditetapkan oleh Bupati
9. Satuan Pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat Satdikdas adalah
" salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendldlkan
umum pada jenjang Sekolah Dasar yang selanjutnya dlsmgkat SD dan
jenjang Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP.

10. Bendahara adalah Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada
masing-masing satuan pendidikan dasar negeri.

11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
pehyeleriggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban tersebut.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.

13. Péjabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.

14. Pejabat Penatausahaan keuangan SOPD yang selanjutnya disingkat PPK-
SOPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SOPD. ,

15. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana
transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi yang selanjunya
disalurkan oleh Pemerintah Provinsi dari Rekening Kas Umum Pemerintah
Provinsi langsung kepada masing-masing Satuan Pendidikan pada
Kabupaten dan Kota melalui mekanisme hibah.

16.-Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD
ad.élah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna
Anggaran /Pengguna Barang.

17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri |
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh

: penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank

sentral.

- | | ny



18.

20.

21.

22

Rekenmg Kas Umum Daerah yang selanjutnya dlslngkat RKUD adalah
rekemng tempat penyimpanan uang daerah yang dltentukan oleh

Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan negara

- dan meinbé.yar seluruh pengeluaran daerah pada bank'yahg ditetapkan.
19.

Rencana- Keg1atan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya dlsmgkat RKAS -

adalah rencana biaya dan pendanaan program/keglatan untuk 1 (satu)

__ tahun anggaran baik yang bersifat strategls ataupun rutin yang diterima

dan dlkelola langsung oleh sekolah.
Laporan Realisasi Anggaran _adalah yang selanjutnya disingkat LRA adalah |
laporan - yang menyajikan .informasi realisasi peridapatan-LRA, belanja,

transfér, surplus/ deﬁsit-LRA,_ pembiayaan, dan sisa lebih/kurang

- pembiayaan anggaran, yang masing-masing _diperbandingkan dengan

anggarannya datam satu periode.
Laporan Operasional yang selanjutnya dlsmgkat LO adalah laporan yang

menyajlkan informasi mengenal seluruh kegiatan operasional keuangan -

.entltas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan

surplus/ defisit operasional dari suatu entltas pelaporan yang penyajiannya
dlsandlngkan dengan penode sebelumnya .
Laporan Perubahan Ekuitas yang selanJutnya disingkat LPE adalah laporan

yang inenjrajikan informasi mengenai perubahan' ekuitas yang terdiri dari

~ ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir
23.

Surat Permmtaan Pengesahan Belanja yang selan_}utnya disingkat SP2B

adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas

: penggunaan dana BOS ke bendahara umum daerah/kuasa bendahara

24

~ umum daerah untuk mengesahkan pendapatan dan belanja dari dana BOS
. yang langsung dlgunakan oleh sekolah |

.-Surat Pengesahan Belan_]a yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen |

'pengesahan_ dari BUD/kuasa BUD atas permintaan dari pejabat yang

: ber_tanggung]'awab atas penggunaan dana untuk_mehgesahka’n pendapatan -

~ dan belanja dari dana BOS yang digunakan oleh sekolah.

25.

Belanja Pegawai ‘adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh

bendahara sekolah kepada pegawal sebagai imbalan atas pekerjaan yang-
telah dllaksanakan

26

Belanja Barang dan Jasa adalah semua pengeluaran yang dlbayarkan oleh |

- bendahara sekolah untuk kepentingan kegiatan dan merupakan pembelian

27,

untuk barang dan jasa.
Belanja M_bdal adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh bendahara
sekolah dalam rangka pembelian barang modal.

-

S
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7 BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan panduan pengelolaan dana

BOS pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri.

. Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk Inengatur Pencatatan dan Pelaporan_ B

Dana Bantuan Operasmnal Sekolah

BAB III
RUANG LINGKUP
- Pasal 4

Ruang Iﬁlgkup.Peraturan B_Lipati ini meliputi pencatatan dan pelaporan dana . -

BOS yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.

| | BAB IV o
' MEKANISME PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN DANA BOS

_ Bagian Kesatu
‘Pihak-Pihak Terkait
Pasal 5

(1)'Pihak:pihak yang terkait dalam mekanisme pencatatan dan Pelaporan '.

Keuangan Dana BOS adalah :
a. Kepala Sekolah
b. Bendahara Sekolah
¢. PPK Dinas
- d. Kepala Dinas; dan
e. PPKD selaku BUD
(2} Kepala Sekolah bertanggungjawab sebagai berikut :

a. Bertanggungjawab terhadap penggunaan dana atas pendapatan yang -

~diterima dan digunakan langsung oleh sekolah;
b. Bertanggungjawab terhadap penerimaan dan belahja yang tidak melalui
Rekening Kas Umum Daerah;
S C. :-Menyampaikan laporan penerimaan dan belanja kepada Dinas selaku
Pengguna Anggaran melalui PPK-SOPD; dan |
d. Menyampaikan laporan penerimaan dan beban operasional kepada
Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran
(3} Bendahara sekolah bertanggungjawab sebagai berikuft :
a. Mencatat dan membukukan semua penerimaan dan belanja 'kedalarn

Buku Kas Umum;




w
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b. MeﬁYuSun SPJ atas penerimaan dan belanja dana BOS;
c. Mencatat dan menyampmkan reahsa31 penerimaan dan belanja dana BOS -

- kepada Kepa_la Sekolah; dan
d. Mencatat dan menyampalkan rea.hsa31 penerimaan dan LO Dana BOS
kepada Kepala Sekolah '

: (4) PPK Dinas melaksanakan fung31 akuntam SOPD dan bertanggung]awab

sebaga1 bemku_t _ : _ _

' _a. Menyusun rekapan Laporan Real1sa31 Penenmaan dan Belan}a dana BOS :
yang dlsampaukan oleh Kepa]a Sekolah _

b. .Menyusun rekapan terhadap Laporan Reahsas,‘,l Penerimaan dan Beban :
o Operasmnal dana BOS yang. dlsampmkan oleh Kepala Sekolah
¢. Menyusun rencangan SP2B berdasarkan laporan reahsasx anggaran yang
disampaikan oleh kepala sekolah kepada PPKD selaku BUD .

d. Mencatattransakm penerimaan dan b_elanja dana BOS berdas_afkan_ SPB

e. Menyusun Laporan Keuangan -

(5) Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran bertanggung]awab menandatangam '

dan menyampalkan SP2B atas penenmaan dan _belan_]a dana BOS kepada.
PPKD selaku BUD.

L (6) PPKD selaku BUD bertugas melakukan pengesahan terhadap penerimaan -

dan belan]a dana BOS dengan menerbltkan SPB berdasarkan SP2B

_ ‘Bagian kedua
Mekanisme Pertanggungjawaban
| - Paragraf 1
Penyusunan Laporan
Pasal 6

:'(1) Dalam melakukan akuntan31 dan pelaporan oleh PPK—SOPD terhadap -

pendapatan dan belanJa yang tidak melalul rekening kas umum daerah
_maka pencatatan_dan.pengesahan BUD atas penerimaan dan_ belanja berupa |
sPB Lo s . o
(2) Penerbltan SPB dlla.kukan secara berkala setiap semester sebagaz dasar _

untuk melakukan akuntans1 dan pelaporan dana BOS.

(3) Bendahara sekolah menyusun laporan realisasi belanja berdasarkan SPJ : o

dan Buku Kas

L (4) Hal yang dllaporkan adalah sebaga1 berikut :

- a. Saldo atau sisa kas-sebelumnya yang ada di rekemng bendahara

| b. Reahsa31 pendapatan berdasarkan bukti yang d1ter1ma bendahara da.lam '. 3

_ ahun -anggaran berkenaan dan-

c. :Reahsam belan]a




(5) Dalam menyusun laporan reahsam belanja sebagaimana dimaksud dalam
-pasal 6 ayat (4) huruf c, bendahara sekolah melakukan pencatatan

berdasarkan Jjenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja

modal dengan klasifikasi sebagal benkut

_'a.
b,

C.

Belanja pegawai

Beianja barang dan jasa

Belanja modal yang terdiri dari :

1. Belanja modal peralatan dan mesin
2: Belan;a aset tetap ialnnya

3. BelanJa modal lainnya

Dalam hal terdapat realisasi belanja modal, maka bendahara menyusun

'daftar perolehan barang/ aset sebagal 1amp1ran laporan realisasi

_ pendapatan dan belanja.

. Dala_m menyusun laporan realisasi beban operasional, bendahara dana

' BOS melakukan pen'catatari-berdaSarkan realisziSi beban 'pegaWai, beban

persedlaan beban jasa, beban pemehharaan beban perjalanan dinas dan
beban hibah dengan kriteria sebaga_t benkut
1. Realisasi beban pegawai sepertl pengeluaran yang dilakukan untuk _
' 'pembayaran uang lembur PNS / Non PNS yang nilainya sama dengan
belanja pegawai - '
2_.'Reahsa51 beban persedlaan merupakan beban dari belanja yang

- d1gunakan sebagai bahan persediaan dan habis pakai

3. Realisasi beban jasa merupakan beban dari belanja yang dlgunakan

="untuk membayar jasa termasuk j jasa langganan jasa hstnk air, telpon
surat kabar dan j jasa lainnya.

4. Realisasi beban pemehharaan merupakan beban dari belanja yang

- 'dig.lmakan' sebagai .p'ehggantian suku c.adang - peralatan  dan

- pengecatan dan pemehharaan bangunan

.5_._ Real1sas1 beban perjalanan dinas rnerupakan beban dan belanJa

"j.per_]alanan dinas dari urusan sekolah.

6. Reahsas1 beban hibah mempakan beban dari belanja yang dlgunakan.

' ntuk ba.rang untuk diberikan kepada pihak lain/ masyarakat.
Penyampalan SP2B dan pencatatan akuntans1 dana BOS dilakukan t1ap

semester




Paragraf 2
Pertanggungjawaban
Pasal 7

Mekanisme Pertanggungjawaban dana BOS adalah sebagai berikut :

a.

Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri bertanggungjawab secara formal dan

‘material atas penerimaan dan belanja dana BOS yang diterima langsung oleh

Satuan Pendidikan Dasar Negeri.

. Bendahara Dana BOS menyampaikan realisasi penerimaan dan belanja

setiap bulan dan disampaikan kepada Kepala Satdikdas Negeri dengan
melampirkan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah, paling lama tanggél
S bulan berikutnya, untuk pengesahan oleh Kepala Satdikdas Negeri,

Bagian Ketiga
Pencatatan

Pasal 8

. Bendahara Dana BOS pada Satdikdas Negeri mencatat penerimaan dan

belanja dana BOS dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

. PPKD selaku BUD melakukan pencatatan atas realisasi pendapatan

berdasarkan Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH) Dana BOS
oleh Satdikdas Negeri, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-

undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan
Pasal 9

. Bendahara Dana BOS menyusun laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja

Dana BOS setiap Semester dan disampaikan kepada Kepala Satdikdas
Negeri, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala SOPD Dinas
Pendidikan melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SOPD (PPK-SOPD} -

untuk dilakukan rekonsiliasi pada setiap semester paling lama tanggal 10

- bulan berikutnya setelah semester yang bersangkutan berakhir.

. Penyampaian Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOS

seba{gaimana dimaksud pada angka 1 dilampiri :

1) Rekening Koran Dana BOS Satdikdas Negeri dari Bank;

2) Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH) Dana BOS oleh
Satdikdas Negeri;




3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dana BOS oleh
Kepala Satdikdas Negeri; dan
4) Rekapitulasi Pembelian Barang/Aset dari Dana BOS.

3. Berdasarkan laporan yang disa_inpaikan oleh Kepala Sekolah, Kepala Dinas
Pendidikan menyampaikan SP2B dana BOS kepada PPKD untuk penerbitan -
SPB dana BOS.

4. Berdasarkan SP2B Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 3, PPKD
selaku BUD menerbitkan SPB dana BOS dengan melampirkan rekapitulasi

laporan pendapatan dana beban operasional yang disampaikan oleh Kepala
Sekolah.

5. Berdasarkan SPB Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 4,
Kepala Dinas Pendidikan menyusun Laporan Realisasi Belanja yang
bersumber dari Dana BOS serta menyajikan dalam Laporan Keuangan Dinas

" Pendidikan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan serta Pelaporam dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan
Operasional Sekolah mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negen
" Republik Indonesia Nomor 971-7791 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatéusahaan serta Pertanggungjawaban
Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang
~ diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Boalemo
_ Nonior 26 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pencatatan dan Penyampaian
Lapo_ra.ﬂ Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah
Sai;uah Pendidikan Negeri Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten
' Boalemo Tahun 2017 Nomor 635) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

B_lipati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tangga !! Oktober 2018

™~
\;

e e
e =

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal, 12 Oktober 2018

RAH KABUPATEN BOALEMO,

HUSAIN A.
Pembina Ut
NIP. 196507851988011002

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR %30 )



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG -

PENCATATAN DAN PELAPORAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN
DASAR NEGERI KABUPATEN BOALEMO

BENTUK/FORMAT PENCATATAN DAN PELAPORAN DANA BANTUAN
* OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERT
KABUPATEN BOALEMO

Contoh Format Buku Kas Umum.

Contoh Format Buku Pernbantu Kas.

Contoh Format Buku Pembantu Bank.

Contoh Format Buku Pembantu Pa_]ak

Contoh Format Buku Pembantu Rincian Objek Belanja

AU o o

Contoh Format Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah
Satuan Pendidikan Negeri. ' '

.. Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab.

-\]

8. Contoh Format Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung tanpa_
melalui Rekemng Kas Umum Daerah (RKUD).

9. Contoh Forrnat Rekapitulasi Pembelian Barang/aset dari bantuan
Operasmnal Sekolah Satdikdas negeri pada Anggaran Pendapatan dan '.
_ Belanja Daerah. _

10. Contoh Format Surat Pernyataan Pengesahan Belanja (SP2B) BOS
Satdlkdas Negerl pada APBD. |

11. Contoh Format Surat Pengesaha_n Bélaﬁja (SPB}] Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) pada Satdlkdas Negeri dlselenggarakan Kab/Kota pada
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

ARWTS MORIDU\/




A.

~ Nama Sekolah
- Desa/Kecamatan
~ Kabupaten

CONTOH FORMAT BUKU KAS UMUM
Bulan :

........

---------------------------
...........................
---------------------------

...........................

Provinsi

..................

------------

............

............

------------

No. |

Kode

Tanggal Rekening

Penerimaan Péngeluaran Saldo

2 3

6 7

Saldo BKU Bulan ........oooevee.coon
Terdiri dari

. 8aldo Tunai

- Saldo Bank

--------------------

- Mengetahui,
Kepala Satdikdas Negeri

----------

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

------------------------

.......................................

' Tata Cara Pengisian Format Buku Kas Umum

1.
2.
3.

I

NG

Kolom 1, diisi dengan nomor urut;

dikosongkan;

{Bukti SPJ);

-Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi dana BOS;
Kolom 3, diisi dengan kode rekening pendapatan atau belanja Dana BOS bila
' transaksi merupakan reallsasu pendapatan atau belanja blla bukan cukup

.- Kolom 4, diisi dengan nomor bukti Dokumen/Surat Pertanggungjawaban yang sah . g

Kolom 5, diisi denga_n uraian transaksi Dana BOS;
Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah BOS yang diterima bendahara BOS;
Kolom 7, diisi dengan jum!lah rupiah BOS yang dikeluarkan bendahara BOS; .

Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari
atau pengeluaran pada saat transaksi.

saldo sebelumnya ditambah penerimaan

DARWIS MORIDU




Nama Sekolah

Desa/Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

..........

----------------

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

N 0. Tanggal

Kode
BKU

Penerimaan

Pengeluaran

Saldo

2

-6

7

. Mengetahui,
Kepala Satdikdas Negeri ...............

.....................................

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

.......................................

Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Kas ;

AW

PR

Kolom 1, diisi dengan nomor urut;

Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi dana BOS
Kolom 3, diisi dengan kode BKU '
Kolom 4, diisi dengan nomor bukti Dokumen/Surat Pertanggung]awaban yang sah

(Bukti SPJ);

Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi Dana BOS;
Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah BOS yang diterima Bendahara Dana BOS;
Kolom 7, diisi dengan jumlah rupiah BOS yang dikeluarkan Bendahara Dana BOS;

Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah penenmaan

atau pengeluaran pada saat transaksi.

/BUPATI B
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C. CONTOH FORMAT BUKU PEMBANTU BANK

Bulan @ ...,
Nama Sekblah Do, esrrresmnnsannneriasesesare
- Desa/Kecamatan = @ ...oceeccienninsioniiennnnd
Kabupaten Ol e SRR
Provinsi D rreeereereeneeiiiiesesserrtntasnnaeans
I . “Kode | No. : : : -
No. | Tanggal BKU Bukti Uraian | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo
1. 2 ' 3. 4 5 6 ' 7 8
Mengetahui, S P
Kepala Satdikdas Negeri .....ccoveeee Bendahara BOS,
1571 S 1071

‘Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Bank :
Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi dana BOS;
. Kolom 3, diisi dengan kode BKU
Kolom 4, diisi dengan nomor bukti Dokumen/Surat Pertanggung]awaban yang sah
{Bukti SPJ),
‘Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi Dana BOS;
Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah Dana BOS yang diterima Bendahara Dana
BOS;
7. Kolom 7, diisi dengan jumlah rupiah Dana BOS yang dikeluarkan Bendahara Dana
BCS;
- 8. Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah penerimaan
atau pengeluaran pada saat transaksi.
fs
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D. CONTOH FORMAT BUKU PEMBANTU PAJAK

Nama Sekolah ~ — : ....... reeereerrettiaaneesonnranraas '
Desa/ Kecamatan D eeeremiereeeesemecncerreeesesearenens
Kabupaten
Provinsi

---------------------------------------

---------------------------------------

Kode No

No.-| Tanggal BKU Bukti Uraian | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo

1 2 3 4 =5 6 7 8

MengetahUi, = il seesiresresieneraeaes
Kepala Satdikdas Negeri ............... Bendahara BOS,

..............................................................................

Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Pajak :
Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi dana BOS;
‘Kolom 3, diisi dengan kode BKU;
Kolom 4, diisi dengan nomor bukti pemotongan atau penyetoran Pa]ak
Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi Dana BOS;
' Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah pemotongan pajak;
Kolom 7, diisi dengan jumlah rupiah penyetoran pajak;
Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah penerimaan
atau pengeluaran pada saat transaksi.

CO~NWU B W=




E. CONTOH FORMAT BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA

Desa/ Kecamatan

._Nama Sekolah | 5 reesbivessarisascsesenses iveeraereas

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Kabupaten . T e, eareeseerens cereeenas

‘Provinsi

Anggaran Belanja

---------------------------------------

- Kode dan Nama ReKening  ©  .iveeeieereeiivesroniinsrncnsesnanns

---------------------------------------

Tanggal _ Kode BKU Uraian

Realisasi

Sisa
Anggaran

4

1 1 3 3

| Mengetahul,
Kepala Satdikdas Negeri ....... PP

-------------------------------------

------------------------------------------

----------------------------------------

Tata Cara Peng131an Format Buku Pembantu Rincian Objek Belanja

s

Kolom 1, diisi dengan tanggal transaksi;
Kolom 2 diisi dengan kode BKU;
Kolom 3, diisi dengan uraian transaksx

Kolom 4, diisi dengan realisasi belanja berdasarkan nilai transaksi;
Kolom 5, diisi dengan jumlah sebelumnya ditambah reallsas1 transakm

.__-Kolom 6, diisi dengan anggaran dlkurangl Jumlah




F. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH SATUAN PENDID[KAN NEGERI

Bersama ini - kami laporkan reahsas1 atas penggunaan Dana BOS untuk bulan

.......... sebagal benkut
y -1 Realisasi N Jumtah :
S Jumleh | - s/d ‘S;‘:;J:‘;‘:; Realisasi | Selisih/
~No. Uraian - Anggaran | Semester Cini s/d | (kurang)
(Rp.) lalu (Rp.) Semeter ini (Rp.)
_ {Rp.) il (Rp.}
Penerimaan = | ... *)
Jumlah
Pengeluaran
a. Belanja Pegawai | -....... **
b. Belanja Barang _—
Jasa | e )
¢. Belanja Modal~ | ....... **)
1} Belanja modal S
“peralatan . | ... **)
mesin -
'2) Belanja modal :
aset tetap | ... **
lainnya
3} Belanja modal
- -gedungdan | ... )
bangunan
_ Ju.mlah' .

_Laporan reahsam yang dlsampalkan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang .
' dltetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh
kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab
_ atas kebenarannya

- Demllqan Iaporan reahsam ini dibuat untuk dlgunakan sebaga;mana mestlnya

.......................................

- Keterangan ' T
- - Tata cara pengisian laporan realisasi dana BOS satuan pcnd1d1ka11 negen yang
diselenggarakan oleh Kab/Kota :
¥} - diisi berdasarkan alokasi dana BOS sesuai dengan SK Gubemur tentang
- penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap satdikdas Negeri. - :
- **) dnsa. berdasarkan aloka31 belanJa yang tercantum dalam RKAS

daftar




. G. CONTOH FORMAT SURAT PER_NYATAAN TANGGUNG JAWAB
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOIMOT I cviivinvsinsiessininn. (1
1. Nama Satuan Pendidikan TN {2}
2, Kode Organisasi L resserr e e s (3)
3. ‘Nomor/tanggal DPA-SKPD D etierrrreren et anas {4)
4. Kegiatan Dana BOS ' D eemrrereriereereresereeeesseenenrana (5)

. Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara
formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOS serta
_kehenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOS

_ pada semester ... {6) tahun anggaran ........... (7] dengan rincian sebagat berikut :
- A. Penerimaan Dana BOS (8]
"~ 1, Triwulan I ' 54 ¢ TR
-2, Triwulan II R <+ TN . '
Jumlah Semester I (A1+A2) ' RD. oreiiieiissiisnsniinnans
3. Triwulan III |34« TN
4, Triwulan IV | 24 o TR
Jumlah Semester II (A3+A4) CRp. i
_ Jumlah Penerimaan : : RD.  coveeeveenennnnineieenns
" B. Pengeluaran Dana BOS
1. Jenis Belanja Pegawai . 24 o TR
2. Jenis Belanja Barang dan Jasa Rp. i
3. Jenis Belanja Modal Rp. i
Jumlah - ‘ RP. sieveiceercvenesiecnsen
C. Sisa Dana BOS (A-B)
Terdiri atas : : '
1. Sisa Kas Tunai Rp. s,
2. Sisadi Bank RP. civivvisiriininereresnes

Bukti-bukti atas belanja pada huruf B dlSlmpan pada Satdikdas Negeri untuk kelengkapan
admnistrasi dan keperhian pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-
bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daergh, saya bertanggung jawab
sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Keterangan :

Tata cara pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab.

1. Diisi dengan nomor SPTJ satdikdas Negeri;

2.  Diisi nama Satdikdas Negeri;

3. Diisi kode Satdikdas Negeri;

4. Diisi nomor dan tanggal DPA-SOPD yang bersangkutan,

5. Diisi kode kegiatan Dana BOS;

6. Diisi dengan semester berkenaan;

7. Diisi dengan Tahun Anggaran berkenaan;

8. Diisi dengan penerimaan dana BOS per friwulan atau semester
9. . Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJ;

1

0 Diisi Nama dan NIP Kepala Sekolah.




' H. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG -
TANPA MELALUI RKUD | S
' FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH (SPTMH)
LANGSUNG TANPA MELALUI RKUD
NOMOR .......(1} TANGGAL-...... (2)

‘Menyatakan bahwa saya atas nama :

-Nama Sekolah. I -0 o: 4 JE TR (3)
Desa/Kecamatan ~ : (XX) ...cccoeiiiiennnieennn. 4)
- Kabupaten - D (o) e (5)
Provinsi D Meeeesrerersiissressiranona 6)
NPSN S T e rer s (7)

'Bertanggungjawab penuh atas segala penerima hlbah berupa uang yang diterima
langsung pada semester ...... (8)
Tanpa melalui RKUD dengan rncian sebagai berikut :

Realisasi
Kode 1 - s.d. _ ' . Si
Rekening | Pagu ~semester | Semester ini | Semester ini | Sisa
Pendapatan | | _
eeeen (9) (10) | ... 1) | ... (12) | e 13) | (14)

Bukti-bukti terkait hal tersebut di atas sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan .
Pendidikan ....... -(15) untuk kclengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan -
aparat pengawas fungsional.

Demlkxan Surat Pernyataan ind dxbuat dengan sebenarnya

............................... (16)

Kepala Satdikdas Negen ................ (17 -
............................... (18)

NIP. ciieectviciiinnieicreinensenionne (19) - .

Keterangan :
Tata cara pengisian Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Tanpa melalul
RKUD .
Diisi nomor Sur_at Pernyataan;
Diisi tanggal Surat Pernyataan;
Diisi Nama Sekolah; '
Diisi Desa/Kecamatan;
Diisi Kabupaten;
- -Diisi Provinsi;
Diisi NPSN;
Diisi Semester;
Diisi Kode Rckening Pendapatan;
10. Diisi Pagu sesuai SK Gubernur;
~"11. Diisi Realisasi Hibah s.d. Semester lalu
12. Diisi Realisasi Semester ini;
13. Realisasi s.d. Semester 1n1
14, Diisi Sisa Pagu;
15. Diisi Nama satuan Pendidikan;
16. Diisi Tanggal, Bulan dan Tahun;
. 17.. Diisi Nama Sekolah;
' 18. Diisi Nama Kepala Sekolah; -
19. Diisi NIP.

O ENOA D W
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I. CONTOH FORMAT REKAPITULASI PEMBELIAN BARANG/ASET DARI BANTUAN -
OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA ..... KABUPATEN/KOTA

Nama Sekolah S e SO OPPRRN
Desa/Kecamatan = = @ ..o
Kabupaten/Kota o  reeverureeesiereeeen e eraans ereriesseees
Provm81 i rearsatenerasisseseieeasernranesasnnes

Jumlah Harga Satuan Jumlah
Unit (Rp.) (Rp.)
1 2 3 5

No Nama Barang/Aset

Mengetahui, = 0 ey s
Kepala Satdikdas Negeri .......... Bendahara Da.na BOS,

-----------------------------------------------------------------------

Tata cara Peng1$1an Format pembehan Barang/Aset :
Kolom 1, diisi dengan nomor urut;

Kolom 2, diisi dengan nama barang/asset
Kolom 3, diisi dengan jumlah unit

Kolom 4, diisi dengan harga satuan;

KOlom 5, diisi dengan jumlah

[N -V




~ J. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B)
. BOS SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI PADA APBD TA.
KABUPATEN/KOTA eviries

--------

'SKPD DINAS PENDIDIKAN .....(01)
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B) -
| | SATUANPENDHHKANNEGERI_
 Tanggal : ioeeeec.... (02) Nomor : .......... . (03)

: -Kepala SKPD Dinas Pendidikan ....... .....(04) memohon kepada
| Bendahara Umum Daerah selaku PPKD

Agar mengesahkan dan membukukan penerimaan dan' belanja BOS sejumlah

1. Saldo Awal = ' CURD: e, (05)
2. Penerimaan - Rpe e .. (06)
3

. Belanja ' . O RP. e, reernnnans . (07)
“a). Belanja Pegawai _ o
b} Belanja Barang dan Jasa
" ¢) Belanja Modal . ' S
4, Saldo Akhir ' " Rp. e T (08)

| Untuk Semester .......oocceeereiivnnnns eveirereeeranen (09) Tahun Anggaran crednrneas (10}
| Dasar Pengesahan: ~ - Urusan = Organisasi ........
1) veieee s ireie aeeriseriereere | veeseessessesseiteivessaiaassiresnans (12) -
Program Kegiatan
XK ol XX oo (13)

BELANJA .

PENERIMAAN - :

. Kode Rekening - Jumlah

........... (14) T 5 e (17)

s Jumlah Pendapatan | Rp. ........ (15)- | Jumlah Belanja Rp. .ov... (18)
| TR ' | (19)........ , tanggal seperti di‘atas

~ Kepala SKPD Dinas Pendidikan ....{20)

------------------------------

- 'Tata Cara Pengls1an Format SPZB _
Diisi uraian nama Dinas Pendldlkan Kabupaten / Kota;

Diisi tanggal SP2B Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

Diisi nomor SP2B Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,

.- Diisi nama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; ' ' a

.- Diisi jumlah saldo akhir pada. SP2B Dinas Pendldlkan Kab/ Kota bulan
sebelumnya. Khusus untuk saldo bulan Januari Tahun Anggaran ...........

Diisi _}umlah nihil dalam rangka pengajuan SP2B Dmas Pendldlkan
Kab/Kota; ' ’

. Diisi jumlah belanja yang telah dlbayar dan kas dinas Pend1d1kan Kab / ko’ra
Diisi jumlah saldo akhir (saldo awal + pendapatan - belanja); - -

N

o

BCR

Diisi periode semester berkenaan;




10.
11.

12,

13.

14.
15.
16.

- serta Belanja Modal;
17.
18.
19,

20

21.

Diisi Tahun Anggaran berkenaan; :

Diisi dasar penerbitan SP2B Dinas Pendidikan Kab/Kota, antara lain :
Nomor Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD, dan Nomor serta
tanggal DPA-SKPD Dinas Pendidikan;

Diisi dengan kode urusan, organisasi dan uraian nama Dmas Pendldlkan

Kab / Kota;
Diisi kode program dan kegiatan Dinas Pendidikan;
| T o j » diisi kode kegiatan {dua digit)

Y

diisi kode program (dua digit)

Diisi Jumlah nominal rupiah untuk kode rekemng penerimaan;
Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh penerimaan; :
Diisi kode rekening belanja (belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa

Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekenmg belanja;

‘Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja;
‘Diisi lokasi instansi penerbit SP2B Dinas Pendidikan Kab/Kota dan tamggal

penerbitan SP2B Dinas Pendidikan Kab/ Kota
Diisi nama Kepala Dinas Pendidikan;
Diisi NIP Kepala Dinas Pendidikan.
éumﬂ Bb
\v
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K. CONTOH FORMAT SURAT PENGESAHAN BELANJA (SPB) DANA BOS PADA
SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI YANG DISELENGGARAKAN KAB/KOTA
'PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ...,

Loco SURAT PENGESAHAN -
i DAERAH | BELANJA (SPB) Dinas Pendidikan
Nama BUD LD ereeeen. [04)
Tanggal ' T L [03)
.} Nomor SP2B Dinas Pendldlkan :...(01) | Nomor C T eeeneeiens. (06)
| Tanggal - +..[02) | Tahun Anggaran Ceeneniaee. (07)
Kode dan Nama Dinas Pendidikan {03 _ .
*JTelah disahkan belanja sejumlah :
Belanja . RpP. e, ... {08)
a. Saldo awal : RD. evvevnrerinnn. (09)
b. Belanja Barang dan Jasa RP. covevenenniin (10)
c. Belanja Modal _ | 341 N {11)
Saldo Akhir | RD. coereivienne. {12)

CHONOU S LN

Tata Cara Pengisian Format SPB :
Diisi dengan nomor SP2B Dinas Pendldlkan
.. Diisi dengan tanggal SP2B;
" Diisi dengan Kode dan Nama Dinas Pendidikan yang bersangkutan; -
Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD;
Diisi tanggal penerbitan Surat Pengesahan Belanja (SPB) Dinas Pendldlkan,
Diisi dengan nomor penerbitan SPB Dinas Pendidikan;
Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SPB Dinas Pendidikan;
~ Diisi dengan jumlah saldo awal yang tercantum dalam SPB Dinas Pendidikan;
Diisi dengan jumlah belanja pegawai yang tercantum dalam SP.?B Dmas
Pendidikan;
10. Diisi dengan ]umlah belanja dan jasa yang tercantum dalam SP2B Dmas :
- Pendidikan;

~ 11. Diisi dengan jumlah beIanJa modal yang tercantum dalam SP2B Dinas Pendidikan; _

12, Diisi dengan jumlah saldo akhir yang tercantum dalam SP2B Dinas Pendidikan;
13. Diisi dengan nama kota tempat dan tanggal penerbitan SP2B Dinas Pendidikan;

- 14. Diisi dengan nama Jabatan {BUD/Kuasa BUD);

15. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD;
16. Diisi NIP BUD/Kuasa BUD yang bersangkutan.
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